





A. Latar Belakang Penelitian 
Unsur vital dalam kehidupan bernegara dan berbangsa salah satunya 
adalah tanah, hubungannya bersifat abadi. Semua wilayah yang ada di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kesatuan tanah air yang 
direkatkan adanya tanah. Sehingga tanah perlu dikelola dan diatur secara 
nasional untuk menjaga kelangsungan system kehidupan bernegara dan 
berbangsa. Pada intinya tujuan dari pengaturan pengusaan dan kepemilikan 
tanah agar menciptakan “kebijakan pertanahan untuk memakmurkan 
rakyat yang sebesar-besarnya”. 
Pemerintah selalu melakukan perbaikan dalam pelayanan terhadap 
masyarakat. Dalam bekerja pegawai pemerintah belum maksimal dalam 
kinerjanya, Pemerintah merupakan organisasi publik yang pada dasarnya 
memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa 
pelayanan langsung yang dapat dinikmati masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Agar  bidang-bidang tanah segera dapat 
teridentifikasi mengenai letak,  luas  dan batas-batasnya maka Kementerian 
Agraria dan tata ruang/BPN  mendapatkan tugas untuk melaksanakan   tugas 
tersebut,   
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Sofyan 
Djalil, di Jakarta, Jumat, (21/10/2016). Menurutnya peningkatan sertifikasi 
tanah telah memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat-
masyarakat kecil. Menurutnya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang kecil. 
Oleh karena itu untuk merealisasikan Program tersebut Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional berjanji akan berbuat semaksimal 
mungkin.“Percepatan akan terus dilakukan bahkan diharapkan sampai dengan 
tahun 2025 seluruh bidang tanah di indonesia sudah di sertipikasi.” ujar 
Menteri. Percepatan dilakukan dengan cara meningkatkan target sertipikasi 
pada 2017 sebanyak 5.000.000 bidang tanah dan 7.000.000 bidang tanah di 
tahun 2018. Untuk merealisasikan target tersebut maka dilaksanakan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program tersebut ditunjang 
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dengan sistem aplikasi baru. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah 
dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk 
memperkenalkan Sistem Aplikasi tersebut kepada pegawai Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional maka di perlukan 
pelatihan. 
Pegawai merupakan detak jantung dalam setiap lembaga pemerintah.  
Kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 
tergantung dari kinerja pegawai. Oleh karena itu, manajemen harus menyadari 
pentingnya pelatihan dan pengembangan untuk kepentingan meningkatkan 
kinerja pegawai. Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN 
mendapatkan tugas mengidentifikasi mengenai letak, melakukan pengukuran 
luas, memastikan  batas-batasnya dan melakukan pemetaan yang di tuangkan 
dalam bentuk peta bidang tanah. Selanjutnya memberikan hak sesuai 
peruntukan kepada Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum. 
Hambatan utama dalam merealisasikan tugas tersebut adalah kekurangan 
pegawai. Saat ini, jumlah pegawai di BPN Kabupaten Boyolali hanya 110 
orang. Untuk merealisasikan target tersebut banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi, diantaranya dengan memberikan pelatihan kepada pegawai 
agar dapat bekerja sesuai dengan target dan standard yang sudah ditetapkan. 
Pelatihan diharapkan menambah,  meningkatkan, serta mengembangkan 
kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi 
jabatan dan pekerjaan. Tujuan dilaksanakannya pelatihan agar dapat 
memperbaiki produktivitas tenaga kerja karena kurangnya ketrampilan, 
pengetahuan dan sikap kerja. pengembangan yang efektif bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja Pegawai. Pelatihan diharapkan dapat menjembatani 
kesenjangan antara kinerja saat ini dengan standar kinerja yang diinginkan.  
Program pelatihan yang efektif terhadap pegawai dapat membangun 
lingkungan kerja lebih kondusif dan dapat membantu  mengatasi tantangan 
dalam waktu   dapat membekali mereka dengan pengetahuan yang diinginkan, 
keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi dan 




Pelaksanan program pelatihan agar dapat berhasil dan efektif maka harus 
berpedoman pada pedoman pelatihan karyawan meliputi kemampuan fisik 
karyawan dan isu kesehatan, untuk memutuskan apakah tetap dapat 
melakukan pekerjaan, dan mengevaluasi keadaan psikologis karyawan 
sekarang dan masa lalu untuk memutuskan apakah dia memiliki kemampuan 
mental untuk benar-benar mulai atau bahkan melanjutkan tugas. Standar 
bagaimana karyawan memandang pekerjaan mereka dalam hal memahami 
tugas, kewajibannya, kerjasama dengan supervisor mereka, dan kesadaran 
batas waktu. Selanjutnya, mengevaluasi bagaimana tujuan dan prosedur yang 
disajikan kepada karyawan dalam hal penjelasan dalam pekerjaan, dan bukti 
hasil pekerjaan (soft copy atau hard copy). Pengetahuan, kecakapan dan latar 
belakang karyawan yang kompatibel dengan tugas-tugas yang diberikan. 
Periksa apakah perlu ada pelatihan untuk mempersempit kesenjangan 
pengetahuan dan keterampilan. Jika ada, maka menejer perlu memutuskan 
adanya pelatihan bagi karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas. 
pengukuran kinerja karyawan dalam hal meminta penilaian kinerja perlu 
dilakukan oleh Badan Akreditasi atau mengirimkan evaluator dari luar 
instansi untuk mengevaluasi kinerja pegawai untuk menjaga objektivitas dan 
terjadinya persengkongkolan. Masukan apakah karyawan menerima umpan 
balik reguler terhadap hasil pekerjaannya atas kinerja atau tidak. Dan jika 
umpan balik diterima, maka menejer harus memeriksa apakah hal itu 
berkaitan dengan kompensasi. Lingkungan apakah karyawan tersebut cukup 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelesaian tugas dan waktu 
diberikan untuk penyelesaian tugas serta lingkungan kerja yang kondusif 
untuk penyelesaian tugas.  Motivasi apakah ada semacam insentif untuk 
kinerja yang baik atau hukuman untuk kinerja yang buruk 
Agar  program pelatihan dan pengembangan dapat berhasil sesuai dengan 
tujuan maka harus memperhatikan Cost-efectiveness (efektivitas biaya) 
dimana dalam pembiayaan pelatihan instansi pemerintah sudah ditentukan 
dalam daftar isian pengunaan anggaran (DIPA) masing-masing instansi, 
Materi program yang dibutuhkan, prinsip-prinsip pembelajaran, ketepatan dan 
kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan dan 
Kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Dari uraian tersebut penulis 
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tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pelatihan Pegawai Kantor 
Pertanahan  Kabupaten Boyolali”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang di atas akan dibahas 
dalam penelitian ini kedalam pertanyaan berikut:  
1. Apakah ada pengaruh motivasi pelatihan terhadap efektivitas program 
pelatihan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali? 
2. Apakah ada pengaruh materi pelatihan terhadap efektivitas program 
pelatihan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali? 
3. Apakah ada pengaruh fasilitator pelatihan terhadap efektivitas program 
pelatihan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk 
memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, yaitu: 
1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi pelatihan terhadap efektivitas 
program pelatihan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali? 
2. Untuk menganalisis pengaruh materi pelatihan terhadap efektivitas 
program pelatihan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali? 
3. Untuk menganalisis pengaruh fasilitator pelatihan terhadap efektivitas 
program pelatihan Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali? 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi dan menambah 
khazanah keilmuan pada bidang sumber daya manusia khususnya yang terkait 
dengan faktor yang mempengaruhi pelatihan dalam institusi pemerintah. 





2. Kegunaan Praktis 
Sebagai bahan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan kementerian lainya untuk memahami 
faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan sehingga dapat mengambil 
kebijakan yang tepat sebagai prioritas agar dapat mencapai target yang telah 
ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan untuk landasan penerapan kebijakan 
strategi yang lebih baik dalam memberikan pelatihan kepada pegawai 
sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 
 
E. Sistematika Penulisan Akhir 
Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum 
tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan dari penelitian ini 
disusun sebagai berikut : 
1. BAGIAN AWAL  
Bab ini membahas tentang Halaman Judul dan Halaman Persetujuan.  
2. BAGIAN UTAMA  
Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, 
Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek 
Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data). 
3. BAGIAN AKHIR 
Bab ini membahas tentang Daftar Pustaka dan Instrumen penelitian. 
